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Rapat Kerja Komisi VI DPR Rl dengan Menteri Koperasi dan UKM, dan

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Stadarisasi Nasional (BSN),

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan BPKS Sabang

Selasa, 21 September 2021

14.00 WIB

Terbuka

Martin Manurung,S.E, M.A Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara | Lt. Dasar

JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

1. Pembahasan mengenai Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran
2022 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran;

2. Pendalaman terhadap pekasanaan BPUM tahun 2021;

3. Pembahasan mengenai Kesiapan Kementerian Koperasi dan UKM
dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttg
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

1. 35 orang dari 54 orang Anggota Komisi VI DPR RI.

2. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

3. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad.

4. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi.

5. Kepala BPKS Sabang, Iskandar Zulkarnain.

~ berserta jajarannya.



PENDAHULUAN

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat
Kerja Komisi VI DPR Rl dengan Menteri Koperasi dan UKM, dan Rapat Dengar Pendapat Komisi
- VI DPR Rl dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional {BSN), Kepala Badan Pengusahaan (BP)
" Batam dan Kepala BPKS Sabang pada pukul 14.36 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk
umum.
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 21 September 2021,
dengan acara dan wakiu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Vi DPR R,
Martin Manurung, S.E, MA

Il. KESIMPULAN RAPAT

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI
1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM

RI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.441.784.886.000,- (Satu Triliun Empat Rafus Empat
Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Pufuh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam
Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

a. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar
Rp 1.053.987.984.000,- {Safu Triiun Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Sembilan Ratus Defapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 387.796.902.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh
Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah).

. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memproses pengajuan

permohonan BPUM tahun 2022 dengan skema reguler melalui Dinas Koperasi dan aspirasi
kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka menyukseskan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional yang dicanangkan pemerintah.

. Komisi VI DPR RI mendorong perbaikan skema pembiayaan kegiatan pelatihan yang dilakukan

Kementerian Koperasi dan UKM Rl pada tahun 2022, karena sangat bermanfaat bagi
masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid 19.

. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI mengalokasikan kegiatan

dan pembiayaan Bantuan Wirausaha Pemula untuk menggerakkan kebangkitan ekonomi UKM
yang terdampak Pandemi Covid 19.




Il. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

Komisi VI DPR Rl menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran BSN Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp 219.677.133.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta

Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam:

a. Program Dukungan manajemen sebesar Rp 149.867.260.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan
Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp 69.809.873.000 (Enam Puluh Sembilan Miliar
Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

BATAM (BP BATAM)

Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp 2.273.250.629.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima

Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam:

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 965.846.250.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh
Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 1.307.404.379.000,- (Satu Triliun Tiga
Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

IV. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG (BPKS Sabang)

Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran BPKS Sabang Tahun Anggaran

2022 sebesar Rp 77.473.783.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta

Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam:

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 41.681.770.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Enam
Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 35.792.013.000,- (Tiga Puluh Lima
Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).

VI. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan persetujuan Alokasi Anggaran Tahun 2022 kepada Badan
Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIDPR RI
KETUA RAPAT,

MARTIN MANURUNG, S.E,




